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<b>ABSTRAK</b><br>

Melihat pertumbuhan penduduk yang cepat dewasa ini masalah perumahan dirasakan semakin penting. Hal
ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah perumahan sangat berbeda, oleh
karenaitu harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu perhatian pemerintah adalah membangun
rumah-rumah negara untuk tempat tinggal pegawai negeri sipil bersama dengan keluarganya. Selanjutnya,
titik berat masalah terletak pada proses pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dengan cara
sewa bell. Pokok permasal ahan adalah mengapa proses pengalihan rumah negara harus dengan sewa beli
tidak dengan pengikatan jual beli?, dan bagaimana pel aksanaan pengalihan rumah negara apabila
menggunakan sewa beli?. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis
normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi
dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Lalu setelah dilakukan analisa,
kesimpulam dalam penelitian adalah bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1994 Tentang Rumah Negara, pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara
sewa beli, sedangkan rumah negara yang dapat dialihkan adalah rumah

negara golongan |11 sgja, dan syarat-syarat dari pengalihan rumah negara dapat dilihat dari subjek dan objek
perjanjian sewa beli rumah negarayang mempunyai kekhususan. Saran dalam penulisan ini adalah, sewa
beli dalam masyarakat Indonesia lebih baik diatur dalam suatu undang-undang, karena dengan adanya
undang-undang sewa bell, maka terdapat suatu pegangan yang pasti bagi semua pihak guna menghindari
kesimpang siuran, dalam merumuskan isi perjanjian sewa beli walaupun pembelinya pegawai negeri sipil
harus tetap perlu dipertimbangkan, supaya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan dipihak penyewa
beli dan penyeleksian calon pembeli rumah negara hendaknya dilakukan dengan teliti oleh pihak yang
berwenang dan memprioritaskan kepada mereka yang belum mempunyai rumah.
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